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Abstrak
 

Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai

tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini

menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib

pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan

kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN

dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing),

serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat

menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab

permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori

tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan

sumber data primer berupa wawancara dengan

narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan

dengan topik pembahasan dalam tesis ini.

Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan

pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan

dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya.

Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang

menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang

PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak

tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka

balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya

pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena

pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan

teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan

administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk

mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan

kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib

pajak.

Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun

bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari

sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang
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lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana,

jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang

berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki

komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-

masing pihak.


